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PARILENMEN menilai tujuan
Undang-undangs Womaornr 1 Tahwun
2022 tentang Hubungan Ke-
uanzan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintah IDacrabh (UJoJg
HEK. PI>), adalah moeomaksirmmal-
kan pendapatan dacrah, tanpa
mengabaikan keberlangsungan
dan perkembangan dunia bisnis
hiburzan.

Karena itu, kalau dalauan pelak—
SANAnnnya nantiny:a ada kebun-
tuan dan ada pula pihak ywang
dirugikan., terutama para pelakua
usaha, Mmaka perlu dievaluasi.

MWMeakil Ketua Ulmurm Kormasi: X
IDPIR Fathan Subchi mengatakan,
kebijakan pajak hiburan dikbhu-
suskan untuk hiburan tertentu
wang terdapat di U HKPID
terdapat vaitu di pasal 58 ayvar 2.

Fathan menyebut, sebenarnwia
kalau kKita jeli melihat, pasal
58 UU HKPID bukan harga
mati. karenmna masih ada pasal
101 tentang insentif, Peraturan
Pemmerintah (PP INomor 35
tabhun 2023 pasal 99

Sceclanjutny:a, ada Surat Edaran
Mnenteri: IPDalaan WNegeri I Normor
OO AOZI/S T, vang moemmbahas in-—
sentif fiskal, yvangz pada peclaksa-
Nnaannya ada ruoang diskus: dan
nNnegosiasi antara poelaku usaha
dan kepala daerah.

W ange terpenting adalah o me-
mahami dulu aturanN-—-aturar War gy
dipakai, yaitu Undang-Undang
HEKPID>., PP 35 tahun 2023 dan
SE kemendagri. Selama ini yang
dilihat hanya pasal 58 ayat 2
saja.”” kata Fathan, kepada Rerfo-
year¥ Mercfofker, Sabtu (271 /720244 ).

Politisi Partail Kebangkitan
Bangsa (PKB) ini menjelas—
kan., penecrapan inscntifl fiskal
ini dilaksanakan dengan ime-—
lihat karakteristik ~wilayah .
dengan pertimbangan budaya
dan pencrapan syariat Islamm.

TIDacrah satu dengan dacrah
vangeg lainnya pasti berbeda
Prenerapanny:a atau jumlah be-

SATrAN Proscentaserny ., Ly el.
Setelah melihat potensi dan
kondisi sosial ekonomi wang
dianggsap sangat memberatkan
bagi pelaku usaha,. maka bisa
diambil kebijakan untuk tetap
menceruskan tarif pajak vang ada.
Acrtau misalkan dacerah wang
berbasiskan pariwisata bisa
memberlakukan taril’ sebagai-
man:a dengan yvang sebelurmrmnyz.
Karena pemberian insentifl
ini ditetapkan melalui Peraturauan
Kepala Dacrah (Perkada).

CrSawa kira semmua dapat mengsa—
weast pelaksanannnya, mengingat
rerkada, itu aadalah data yangs bisa
dinkses publik.”” jelasnyza.

Pengawasannya pun bisa
lintas scktoral kementerian/lermm-
baga, atau dircktorat/dinas ywang
berkaitan dengan kebijakan
tersebut.

CTTentunya ada fecadirnmg sefo-
ferr ataua cFrcfe utzuamna yang berper—
an., misalkan Dispenda, IDPRID,
dan lainnya.”” terangs Fathan.

Jadi, kata dia, intinya kebijak-—
an pemberian insentiff dilakukan
sccara transparan. schingsa
siapa pun dapat mengkritisiny:a
apakah sudah tepat dan sesuai
untuk dacrah yang member-
laakukanmya.

Aongeocota Komisi XTI IDPR
IHafisz= Tohir mengatakan, pa-
Jak wvang dikenakan pada jasa
hiburan scbenarmya bergan-—
tungzs pada jenis jasa hiburan
yang ditavw arkan.

Sclain itu, pengenaan pajak
pPada jasa hiburan jugzga melihat
scjauh mana jasa hiburan terse-—
but bermanfaat.

CTKalau nilai mudaratnya
tingoi,. maka vwajib untuk dinaiak-
kan. Jadi kalau dasar pemiakiran
kami di Komisi X1 seperti itu.
Pemerintah atau negara bo-
leh mengambil pajak hiburan
tingoi, karena akibat vang dibuat
oleh hiburan tersebut, risikonya
tinggei.,”” kata FHafis=. m DIR
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